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Abstrak 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam 

perekonomian nasional berdasarkan demorkasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam 

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

BUMN terdapat organ BUMN yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris , selain juga RUPS dan 

Direksi. Adanya berbagai regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam 

pelaksanaan tugas yang dijabat oleh para Dewan Komisaris BUMN dan salah satunya larangan 

rangkap jabatan bagi Dewa Komisaris BUMN dengan harapan, agar setiap anggota Komisaris 

benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada 

tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghidari timbulnya benturan Persero 

serta menghindari timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest). Namun kenyataanya di 

lapangan menunjukkan telah terjadi praktik-praktik pengangkatan Dewan Komisaris BUMN yang 

rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.  

Kata Kunci: BUMN, Dewan Komisaris, Peraturan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://j/
https://j-innovative.org/index.php/Innovative
https://j-innovative.org/index.php/Innovative


 

Copyright @ Dewo Deddi Ananda 
 

Abstract 

State-Owned Enterprises (BUMN) are one of the actors in economic activity in the national 

economy based on economic democracy having an important role in the implementation of the 

national economy in order to realize people's welfare. In BUMN there are BUMN organs, one of 

which is the Board of Commissioners, as well as the GMS and Directors. There are various 

laws/regulations governing the implementation of tasks held by the Board of Commissioners of 

BUMN and one of them is the prohibition of concurrent positions for the Board of Commissioners 

of BUMN with the hope that each member of the Commissioner really devotes all his energy and 

thoughts and/or attention full of the duties, obligations and achievement of the goals of the 

Persero and avoid the emergence of Persero conflicts and avoid the emergence of conflicts of 

interest (conflict of interest). However, the reality on the ground shows that there have been 

practices in appointing the Board of Commissioners of SOEs with multiple positions that are not in 

accordance with the relevant laws and regulations. 

Keywords: BUMN, Board of Commissioners, Legal Regulations 

 

PENDAHULUAN 

Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam rangka mewujudkan 

cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, Dalam BUMN terdapat organ BUMN 

yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, selain juga RUPS dan Direksi. Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Komisaris 

bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan 

nasihat kepada Direksi.  

Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat Dewan Komisaris telah diatur oleh beberapa 

peraturan UU yang melarang para pejabat untuk merangkap jabatan. Akan tetapi praktik 

yang terjadi dilapangan sudah didapatkan beberapa contoh kasus rangkap jabatan oleh 

Dewa Komisaris BUMN. Adapun beberapa contoh kasus rangkap jabatan komisaris yang 

menyeret beberapa nama pejabat seperti : Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang 

merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN, Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad 

Herindra sebagai Komisaris Utama PT Len Industri, ada mantan terpidana korupsi Emir Moeis 

diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, serta pada Juli 2021 lalu Rektor 

Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, ditetapkan sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia, 

sebelum akhirnya mengundurkan diri.  

Peraturan yang telah dibuat seharusnya dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para 

pejabat Dewan Komisaris BUMN karena dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar para 

pejabat Dewan Komisaris BUMN dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, 

dedikasi, trasnparan dan akuntabel. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan 
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hukum larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero 

menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dan bagaimana implikasi hukum yang 

memperbolehkan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero 

berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data 

sekunder dengan melakukan kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis 

sebagai karya ilmiah. 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada 

tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan 

adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, 

appropriate, inappropriante, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang 

diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. 1. Peraturan Hukum Yang Mengatur Dewan Komisaris BUMN 

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan 

nasihat kepada Direksi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ 

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan kententuan Pasal 

1 angka 6 UU PT dapat dikatakan bahwa adanya dewan komisaris merupakan keharusan.  

Secara khusus persyaratan pengangkatan Komisaris BUMN diatur dalam  Peraturan 

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.  

Adapun Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 
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1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris. 

1.     Persyaratan Formal, yaitu: 

a. orang perseorangan; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan; 

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas  yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun 

sebelum pencalonan; dan 

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan. 

2.    Persyaratan Materiil, yaitu : 

a. integritas; 

b. dedikasi; 

c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen; 

d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum 

dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan 

e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

3. Persyaratan Lain, yaitu : 

a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau 

anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri 

dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II; 

b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala 

Daerah; 

c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; 

d. sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang menderita suatu penyakit 

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan 

Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter; 

e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, 

harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan 

f.  bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari 
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penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang 

dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang. 

2. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris. 

1. Sumber Bakal Calon. Sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari: 

a. Mantan Direksi BUMN; 

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; 

c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; 

d. Sumber Lain. 

2. Penjaringan : 

a. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi 

mencari bakal calon dari berbagai sumber. 

b. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi. 

3. Penilaian : 

a. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan 

Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi 

Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain. 

b. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan 

oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi 

yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani 

pemyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh 

bakal calon yang bersangkutan.  

c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota 

Dewan Komisaris, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang 

dibentuk oleh Menteri. 

e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: 

a. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; 

b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan    

tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau 

c. wawancara. 

f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria 
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"Disarankan" atau "Tidak Disarankan". 

g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dilakukan apabila 

bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang 

diangkat dengan Keputusan Presiden.  

h. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan 

pengangkatan anggota Dewan Komisaris memerlukan penilaian oleh 

regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak 

diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya 

disesuaikan dengan hasil penilaian regulator. 

i. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang 

sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang 

bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa 

jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi 

kualitatif.  

4. Usulan Pengangkatan : 

a. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan 

Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria 

"Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris. 

b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan 

Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai 

ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha 

BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan 

Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka 

dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan 

yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian. 

c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat 

dilakukan melalui cara: 

a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki 

oleh Negara; 

b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara 

sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara. 

d. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan 

Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib 

tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum 

pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan 



 

Copyright @ Dewo Deddi Ananda 
 

sebagai anggota Dewan Komisaris. 

e. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan 

mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap 

dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang 

bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris (jika ada). 

Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka 

waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN berakhir 

pada batas waktu tersebut. 

f. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan 

Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka 

setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat 

Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris. Dalam proses 

penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung 

jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen 

sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor. 

g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada 

Deputi untuk diadministrasikan. 

h. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian 

hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon 

dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam 

RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada 

Deputi untuk diadministrasikan. 

i. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan 

pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses 

pengangkatan dan Penilaian. 

j. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan 

yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan 

bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan 

Menteri/RUPS. 

k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak 

tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam 

keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler. 

2.  Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN 
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Rangkap jabatan kerap menjadi objek kritikan masyarakat terlebih ditujukan kepada 

sejumlah kasus yang terjadi hingga saat ini. Contoh Rangkap jabatan seorang pejabat negara 

(pejabat politik), aparatur pemerintah, serta pimpinan/anggota parpol yang juga duduk 

sebagai dewan komisaris telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti 

ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya 

sendiri.  

Adanya rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait yang melarang adanya rangkap jabatan. Adapun pengaturan terhadap 

larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diatur dalam 

serangkaian perundang-undangan terkait dapat diuraikan di bawah ini :    

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara menyatakan Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai :  

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik 

swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 

dan/atau  

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari ketentuan tersebut, seorang komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan 

sebagai: 

a. Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan 

usaha milik swasta; 

b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Artinya jabatan 

lain yang dimaksud dilarang jika dapat menimbulkan konflik kepentingan 

dengan jabatan komisaris BUMN yang sedang dijalankan; 

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Artinya, harus merujuk jabatan lain yang memang tidak diperbolehkan 

menurut peraturan perundang-undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris BUMN juga diatur dalam Pasal 

26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan, seseorang yang 

menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada 

waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada 
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perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :  

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau  

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau  

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

Larangan rangkap jabatan sebagiamana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 

1999 untuk mencegah terjadinya praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, 

sehingga menghambat persaingan usaha. Rangkap jabatan ini dapat berpotensi 

melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk: 

a. Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, 

pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya. Koordinasi 

kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila 

terjadi rangkap jabatan Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama; 

b. Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, 

tying dan bundling serta aksi korporasi lain, yang melibatkan perusahaan 

dimana Komisaris nya saling rangkap jabatan; atau 

c. Tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling 

terkait, dimana Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan. 

2.  Implikasi hukum yang memperbolehkan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) persero berdasarkan permen BUMN nomor Per-10/MBU/10/2020 

2.1 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan 

Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang 

penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas 

setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi 

dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan 

di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak 

langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan 

untuk kepentingan jabatan lainnya.  

Konflik kepentingan seperti yang diketahui merupakan pintu masuk korupsi. 

Sejumlah tindak pidana korupsi terjadi antara lain akibat adanya pembiaran terhadap 

potensi konflik kepentingan. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi 

menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam hal rangkap jabatan pejabat 
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BUMN, potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat 

memunculkan kasus-kasus korupsi. Mereka juga berpotensi bersikap diskriminatif, 

serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel. Selain 

itu, mereka berpotensi menerima penghasilan ganda. 

Konflik kepentingan dalam rangkap jabatan komisaris BUMN dimungkinkan 

terjadi karena dengan memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan, maka 

artinya seseorang memiliki loyalitas dan komitmen ganda. Loyalitas ganda tersebut 

diperparah dengan kenyataan bahwa kedua jabatan tersebut memiliki sifat yang 

berbeda. Adapun komisaris BUMN memiliki orientasi privat yang kuat karena dia 

bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan 

di antara organisasi tempat pemilik jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sahih di 

balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut 

memiliki kemungkinan untuk berelasi 

2.2 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Merupakan Pelanggaran Terhadap Prinsip 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

merupakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor 

PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.  

Namun, dalam prakteknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 

profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), 

karena rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang sangat berpotensi menimbulkan 

konflik kepentingan yang tentunya bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang 

baik (GPenerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari 

prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main 

mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang 

selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

etika berusaha.  Kemudian GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem 

dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) 
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guna memberikan nilai tembah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan: 

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan 

komisaris, direksi, RUPS dan para Stakeholder lainnya; 

2.Suatu sistem check and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas 

pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: 

pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan; 

3.Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, 

pencapaian, dan pengukuran kinerjanya; 

Hal utama yang perlu difokuskan dalam pengelolaan BUMN adalah mengarahkan 

pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang 

baru melalui manajemen yang dinamis profesional untuk dapat berkompetisi dalam 

memasuki era globalisasi saat ini, disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal 

penting dalam upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam kerangka inilah, 

upaya implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN merupakan kata 

kunci dan langkah yang rasional.  

Praktik-praktik yang kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dapat 

membuat situasi ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu, praktik-praktik bisnis 

dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan 

fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan perlu terus didorong agar 

perkembangan BUMN senantiasa diikuti dengan perangkat praktik-praktik GCG yang 

memadaiood Corporate Governance) dalam BUMN itu sendiri.  

 

SIMPULAN 

1. Pengaturan hukum larangan rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Persero telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait antara 

lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik. 

2. Implikasi rangkap jabatan dewan komisaris BUMN berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan, persaingan usaha tidak sehat serta melanggar tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara. Pejabat yang memiliki 

konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam 
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hal rangkap jabatan pejabat BUMN, potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan 

tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. Selain itu, berpotensi bersikap 

diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan 

akuntabel. 
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